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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Esa, karena atas segala petunjuk-Nya, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Depok telah dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2018.

Dokumen LKIP sebagai salah satu parameter kesuksesan
pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran, sekaligus sebagai salah satu
indikator Kinerja Instansi Pemerintah yang dilandaskan atas dasar prinsip
akuntabilitas,diharapkan dapat menjadi pedoman bagi jajaran aparaturKantor
Kesatuan Bangsa dan Politikserta seluruh stakeholdersebagai alat ukur dan
indikator pelaksanaan program pembangunansecara terpadu, terarah, dan
terukur.

Dokumen LKIPTahun Anggaran 2018 ini merupakan aktualisasi dari
pelaksanaan program kerja Organisasi Perangkat Daerah yang mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Depokyang berfungsi sebagai
acuan dan panduan pelaksanaan program-program bidang kesatuan bangsa
dan politik dalam negeri.

Diharapkan Dokumen LKIP Tahun Anggaran 2018 ini dapat
memberikan gambaran mengenai capaian kinerja dari Program, Kegiatan dan
Anggaran yang telah direalisasikan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik periode
Tahun Anggaran 2018.

Depok, Januari 2019

KEPALA
KANTOR KESATUAN GSA DAN POLITIK 4 .

Drs. M.N. HAKIM SIREGAR, M.Si

Pembina Tk. | (IV/b)
NIP. 19690807 199403 1 009
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas
pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan
yang diamanatkan kepada setiap Instansi Pemerintah. Tujuan penyusunan LAKIP sebagai
pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis
sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

LAKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok Tahun
2018 merupakan wujud akuntabilitas kinerja Kantor Kesbangpol Kota Depok kepada publik
dan sekaligus memberikan gambaran mengenai capaian kinerja Kantor Kesbangpol dalam
melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok
Tahun 2016-2021, Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kesbangpol Tahun 2016-2021
dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kesbangpol Tahun 2018. LAKIP Kantor
Kesbangpol Kota Depok Tahun 2018 disusun melalui pengukuran kinerja Tahun Anggaran
2018 dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen
Penetapan Kinerja (TAPKIN) dengan hasil Pengukuran Kinerja (PK).

Berdasarkan APBD Perubahan Kota Depok Tahun Anggaran 2018, Total
Anggaran Belanja Kantor Kesbangpol Kota Depok sebesar Rp. 7.261.602.055,- yang
terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.344.300.055,- dengan realisasi
sebesar Rp 2.190.202.846 atau (93.43%) dan Belanja Langsung sebesar Rp.
4.917.302.000,- dengan realisasi sebesar Rp 4.719.494.732 - (95.98%).

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 terdapat 8 (
delapan ) sasaran strategis yang harus dicapai oleh Kantor Kesbangpol Kota Depok,
dengan capaian kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan sebagai berikut :

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target | Realisasi % Interpretasi
Meningkatnya Kegiatan Pelayanan 100% 100% 100% Target
keharmonisan dan Kesejahteraan Tercapai
kohesi sosial di Sosial dan Keagamaan
Ea; _yarai;at L Pembinaan Organisasi

icirikan dengan Kemasyarakatan dan

' |Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target | Realisasi % Interpretasi
semangat gotong Organisasi Keagamaan | 100% 100% 100% Target
royong dan toleransi Tercapai
Meningkatnya Jumlah Penerima 100% 100% 100% Target
pelayanan sosial Manfaat dari :
Keagamaan Layanan Sosial Tercapai
dimasyarakat Keagamaan
Meningkatnya rasa Tingkat pemahaman 100% 100% 100% Target
kebanggaan Masyarakat Tercapai
akan Indonesia dan terhadap Toleransi,
semangat Kelykukan dan
beia negara dalam Kerjasama antar umat

) Beragama,
menjaga keutuhan nilai sosial dan
NKRI solidaritas serta
pelestarian nilai-nilai
luhur budaya
Jumlah kegiatan & . o Target
bersama masyarakat b 1% 100% | rercapai
terkait ketertiban dan
ketentraman
Tumbuhnya Persentase pembinaan 100% 100% 100% Target
kemampuan terhadap :
kepemimpinan dan organisasi intra dan Torapa
kepeloporan di ekstra sekolah,
kalangan pelajar, intra dan ekstra
mahasiswa dan kampus, LSM,
pemuda dengan Ormas, dan OKP
melibatkan
institusi pendidikan
dan organisasi
Kepemudaan
Meningkatkan Persentase Partisipasi 100% 100% 100% Target
kesadaran dan Politik Tercapai
pemahaman
masyarakat
terhadap hak dan
kewajiban politik
Meningkatnya Persentase Diklat, 100% 100% 100% Target
kualitas manajemen Bimtek, .
pemerintahanjyang Sosialisasi, workshop, Toecapel
akuntabel seminar,

lokakarya, semiloka,
capacity
building

' |Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target | Realisasi % Interpretasi
Meningkatnya Jumlah Laporan 2 2 laporan; 2 Target
standar pelayanan Keuangan per laporan; | CC; 12 | laporan belum
publik Semester; B; 12| dokumen; | ;CC; Tercapai

Nilai LAKIP OPD; dokumen | 4 laporan 12
Jumlah Laporan RFK . dokum
per Bulan; 4 |aporan en;
Jumlah Laporan 4
Evaluasi Kinerja laporan
Triwulan.
Terwujudnya proses Persentase penyediaan | 100% 97.26% | 97.26% Target
pelayanan publik administrasi Belum
yang cepat, tepat Perkantoran Tercapai
dan transparan
Persentase penyediaan
sarana dan prasarana 5 5 5
somly 100% 100% 100% Target
Tercapai
Cakupan Dokumen
Perencanaan
Pembangunan 100% 100% 100%
Target
Tercapai

Dari 8 (delapan) sasaran strategis Kantor Kesbangpol Kota Depok Tahun 2018 terbagi

kedalam 12 (dua belas) indikator kinerja, dengan capaian kinerja kegiatan mencapai 98,30% dan

capaian kinerja keuangan mencapai 95.15%. Terdapat 1 kegiatan yang tidak mencapai target
100% yaitu pada Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah.

KANTOR KESATUA

Depok,

Januari 2019

KEPA

GSA DAN POLITIK

Drs. M.N. HAKIM SIREGAR, M.Si

Pembina Tk. | (IV/b)
NIP. 19690807 199403 1 009
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Pemerintah adalah organisasi publik yang memproduksi barang dan jasa berupa layanan
pemerintahan yang dibutuhkan masyarakat sesuai urusan yang menjadi kewenangannya,
sehingga dalam pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, salah
satunya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu organ Pemerintah Kota Depok, dalam
melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangannya sesuai amanat Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mempunyai kewajiban menyusun
dan menyampaikan LKIP sebagai wujud responsibilitas dan akuntabilitas kinerjanya kepada publik.

LKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 menggambarkan capaian kinerja dalam
pelaksanaaan RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 terkait program yang diamanatkan kepada
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok pada tahun 2018 sesuai RKPD Kota Depok
Tahun 2018, yang secara operasional disusun dalam Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik tahun 2018 sebagai implementasi dari Rencana Strategis Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Depok 2016-2021 untuk mendukung pencapaian visi Kota Depok yakni
“Terwujudnya Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius™

Beberapa paradigma harapan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Depok tahun 2016-2021 yaitu : kondisi aman dan tertib di dalam
kehidupan masyarakat, situasi yang kondusif antar berbagai elemen, antara sesama anggota
maupun kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, organisasi
keagamaan, antara masyarakat dan aparatur pemerintah daerah, serta antara pemerintah daerah
dan pemerintah pusat merupakan dukungan bagi terselenggaranya pelayanan pemerintah kepada
masyarakat, serta bagi lancamya seluruh proses pembangunan. Adapun Program yang
diamanatkan kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok dalam RPJMD Kota Depok
terdiri dari Program Kantor Kesatuan bangsa yang terdiri dari program Peningkatan Administrasi
Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan, Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan, Peningkatan
Kualitas Kehidupan Politik, Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan, Pengembangan
Program Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda di Level Sekolah, Kampus, dan Masyarakat,
Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara dan Peningkatan Kinerja Lembaga Pelayanan
Sosial Keagamaan. Lebih lanjut program RPJMD dijabarkan dalam Program Kantor Kesatuan
bangsa yang terdiri dari program Peningkatan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan

.IKantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok [1
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Prasarana Aparatur, Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Peningkatan
Kualitas Perencanaan Pembangunan, Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik, Peningkatan
Pelayanan Sosial Kemasyarakatan, Pengembangan Program Kepemimpinan dan Kepeloporan
Pemuda di Level Sekolah, Kampus, dan Masyarakat, Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan
Bemegara dan Peningkatan Kinerja Lembaga Pelayanan Sosial Keagamaan.

1.2. Dasar Hukum

Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota DepokTahun 2018 disusun berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

¢. Undang-Undan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;

e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah,

f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

g. Peraturan Daerah Kota Depok nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025;

h. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021;

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud © Melaksanakan Peraturan Presiden  Nomor 29 Tahun 2016 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun
Laporan Pertanggungjawaban Kinerja melalui Media Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

Tujuan :

a. Menyediakan dokumen publik yang dapat memberikan gambaran keberhasilan, kelemahan
dan beberapa catatan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik;

'|Kant0r Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok |2
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b. Sebagai bahan evaluasi yang transparan dan akuntabel dari pelaksanaan program dan

kegiatan tahunan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, sehingga dapat dijadikan pedoman

perbaikan pada program dan kegiatan tahun-tahun mendatang.

1.4. Tugas Dan Fungsi

1.4.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi

1. Kepala Kantor

1.1. Kepala Kantor mempunyai tugas pokok merumuskan,

menyelenggarakan,membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan

urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan pada bidang Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri ;

1.2. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud kepala kantor mempunyai fungsi :

a.
b.

C.

Perumusan Renstra Kantor mengacu pada Renstra Kota;

Pengkajian bahan kebijakan kesatuan bangsa dan politik;

Pembinaan dan pengawasan pegawai,

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian urusan ketatausahaan;
Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan Produk Hukum dan
penyusunan rancangan produk hukum;

Pengkoordinasian perencanaan program dan rencana kerja pembangunan
antar Satuan Kerja Perangkat Daerah;dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan
bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Tata Usaha
24. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,

mengelola, mengatur, mengkoordinasikan , mengendalikan , mengevaluasi dan

melaporkan kegiatan operasional administrasi umum, perencanaan, evaluasi,

pelaporan, keuangan dan perlengkapan.

2.2. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai

fungsi :

a.

Penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi
umum, Perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan dan perlengkapan;
Perencanaan Oprasional Kegiatan administrasi umum, Perencanaan, evaluasi,
pelaporan,keuangan dan perlengkapan;

Pengendalian, pembinaan , evaluasi dan pelaporan administrasi umum,
Perencanaan, evaluasi, peloporan, keuangan dan perlengkapan;
Pengkoordinasian penyusunan programdan laporan seksi-seksi;

| Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok |3
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e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.

3. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Politik Dalam Negeri

3.1. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Politik Dalam Negeri mempunyai tugas pokok

merencanakan Operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan,

mengevaluasi, melaporkan, dan melaksanakan kegiatan di bidang hubungan

antar Lembaga dan Politik Dalam Negeri.

3.2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Seksi Hubungan Antar Lembaga

mempunyai fungsi :

a.

Perumusan bahan penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada
kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik
pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik,
fasilitasi Pemilu,Pilpres dan Pilkada skala kota;

Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan
politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik,
fasilitasi Pemilu,Pilpres dan Pilkada skala Kota;

Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan
masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan,
penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan
implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai
politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada
Skala Kota ;

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan
masyarakat di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik
pemerintahan, kelembagaan partai poliik, budaya dan pendidikan politik,
fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada Skala Kota ;

Peningkatan kapasitas aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang sistem
dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan
partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilu, Pilpres dan
Pilkada Skala Kota ;dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Pimpinan sesuai dengan
bidang tugasnya.

4. Seksi Kewaspadaan Nasional

41. Seksi Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas pokok merencanakan

Operasional,mengelola,mengkoo:dinasikan,mengendalikan,mengevaluasi,melapor

kandan melaksanakan kegiatan di bidang kewaspadaan Nasional.

42. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, —Seksi

Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi:

@ Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok |4



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018

Penyiapan rumusan kebijakan kewaspadaan daerah yang melipufi
kewaspadaaan dini dan kerjasama intelijen serta penanganan konflik dan
pengawasan orang asing;

Penyelenggaraan pengkajian program pelaksanaan mediasi,komunikasi dan
fasilitasi terhadap kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;

Penyelenggaraan pengkajian program pelaksanaan mediasikomunikasi dan
fasilitasi terhadap penanganan konflik dan pengawasan orang asing;
Penyelenggaraan analisa, evaluasi dan pelaporan bidang kewaspadaan dini
Daerah;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

5. Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

51. Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok

9.2,

merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan,

mengevaluasi dan melaporkan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Bina

Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi :

a.

Perumusan bahan penetapan kebijakan Operasional (merujuk kepada
kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis Provinsi) di bidang pembinaan
ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah
kebangsaan dan penghargaan kebangsaan Skala Kota;

Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara,wawasan
kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah Kebangsaan dan penghargaan
Kebangsaan skala Kota;

Pembinaan dan penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan,Kelurahan, dan
masyarakat (bimbingan, Supervisi dan konsultasi, Perencanaan, Penelitian,
pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang Ketahanan Ideologi
Negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan
penghargaan kebangsaan skala Kota;

Pengawasan penyelenggaraaan Pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, dan
masyarakat di bidang ketahanan ideologi Negara,wawasan kebangsaan , bela
negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala
kota;

Peningkatan kapasitas Aparatur Kesbangpol di bidang Ketahanan Ideologi
Negara, wawasan kebangsaan,bela negara,nilai-nilai Sejarah kebangsaan dan
penghargaan Kebangsaan skala Kota; dan

@ | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok |5
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f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
kegiatan Kantor sesuai kebutuhan.

b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, dalam melaksanakan
tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

c. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

d. Setiap kelompok dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang
ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kantor;

e. Pembentukan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat jenis kebutuhan
dan beban kerjanya;

f.  Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Tata Kerja Kantor Kesbangpol dapat dijelaskan sebagai berikut :

(@) Umum

1.

Hal-hal yang menjadi tugas pokok Kantor merupakan satu kesatuan yang satu dengan yang
lainnya tidak dapat dipisahkan;

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kantor dilaksanakanoleh para Kepala Seksi dan
Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.

Setiap pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Kantor wajib menerapkan prinsip Koordinasi,
Integrasi, sinkronisasi dan simplipikasi.

Sefiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor, wajib memimpin dan memberi
bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

(b) Pelaporan

1.

Kepala Kantor wajib bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor wajib bertanggung jawab dan
menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing.

Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(c) Hal Mewakili
Dalam hal Kepala Kantor berhalangan, Kepala Kantor diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha

atau Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya.
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(d) Kepegawaian
Kepala Kantor berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan
kepegawaian di lingkup Kantor.
(e) Keuangan
a. Untuk melaksanakan penyelesaian keuangan pada Kantor dibentuk Satuan Pemegang Kas.
b. Susunan, tugas, dan fungsi Satuan Pemegang Kas ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan

Walikota tersendiri.

1.4.2. Struktur Organisasi
Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas:

Kepala Kantor
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Politik Dalam Negeri

1
2

3

4. Seksi Kewaspadaan Nasional

5. Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
6

Kelompok Jabatan Fungsional

KEPALA KANTOR
___________ Kasubag.Tata Usaha
e H"b“"ga'_‘.ma: ; Kasi Bina Ideologi dan
Lembaga dan Politik Dalam Kasi Kewaspadaan b i ks
Negeri Nasional
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1.5. Sistematika Penyajian
Substansi yang tercakup dalam Laporan Akuntabilitas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Depok Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Bab | Pendahuluan

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, tugas dan fungsi serta sistematika
penyajian LKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota DepokTahun 2018.

Bab Il Perencanaan Kinerja

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan yang menjabarkan visi, misi,
tujuan,sasaran,indikator kinerja sasaran kebijakan dan program. Dokumen Penetapan Kinerja
tahun 2018 yang menggambarkan tentang sasaran dan indikator kinerja sasaran yang telah
ditetapkan serta program dan kegiatan yang harus dilaksanakan.

Bab Il Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini menggambarkan akuntabilitas kinerja yang meliputi: kerangka pengukuran kinerja
yang terdiri dari hasil pengukuran kinerja sasaran,evaluasi/analisis mengenai capaian kinerja dan
pembandingan data capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan.

Bab [V Penutup

Dalam bab ini diuraikan keberhasilan dan kegagalan, kendala dan hambatan dalam pencapaian
kinerja serta langkah antisipatif dan strategi pemecahan masalah
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BABII
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan

Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan
berkesinambungan, yang terbagi kedalam 5 (lima) rencana tahunan dengan
memperhitungkan kondisi dinamis berupa potensi, peluang, kendala yang berkembang
dalam setiap tahunnya. Rencana Strategis memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator
Kinerja, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan.

Penyusunan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok
Tahun 2016 -2021 disusun berdasarkan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Renstra Kantor Kesbangpol Kota Depok disusun dari hasil penyelarasan dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 dan
telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kantor Kesbangpol Kota Depok. Secara
ringkas perumusan komponen-komponen Renstra diuraikan sebagai berikut :

A. Visi dan Misi Kantor Keshangpol Kota Depok
1. Visi

Rumusan visi dan misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politk Kota Depok
didasarkan pada visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kota
Depok yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), dimana rumusan visi Kantor Kesbangpol Kota Depok merujuk kepada amanat
visi Pemerintah Kota Depok ditetapkan dalam kalimat -

“Terwujudnya Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius”

Pemilihan rumusan visi ini juga didasarkan kepada analisa kondisi faktual yang ada seperti
 politik, ekonomi, sosiokultural masyarakat Kota Depok yang mengalami perkembangan
begitu cepat, keadaan demografi, sumberdaya, ketersediaan sarana prasarana, termasuk
kekuatan pendukung berupa sistem regulasi baik dari pusat maupun provinsi yang mampu
mendukung proses pembangunan kesatuan bangsa dan polik dalam negeri di Kota
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Depok ke depan, serta kemungkinan-kemungkinan munculnya faktor-faktor eksternal

pendukung baik dari masyarakat serta para pemangku kepentingan terkait.

2. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan jangka menengah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

ditetapkan sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kesbangpol, serta

target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Strategi dan Kebijakan ini selanjutnya menjadi dasar

perumusan kegiatan.

Rumusan strategi dan kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam
kurun waktu 5 Th (2016-2021), sebagai berikut :

Meningkatkan
Kesadaran
Masyarakat
dalam
melaksanakan
Nilai-nilai
Agama dan
Menjaga
Kerukunan
antar Umat
Beragama
Serta
meningkatkan
Kesadaran
Hidup
Berbangsa
dan
Bernegara

Meningkatkan
Integrasi
Sosial
Berlandaskan
Nilai — Nilai
Agama dan
Kebangsaan

Meningkatnya
Kohesi Sosial

kerukunan sosial
dalam kehidupan
bermasyarakat dan
bernegara melalui
dialog-dialog,
pembauran dan
penanganan konflik

MisI TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBUJAKAN
1 2 3 4 5
Meningkatkan Melakukan

dialogis,

pembauran antar
pelaku dan etnis
pada semua level

Meningkatkan
pemahanan
wawasan
kebangsaaan
melalui pendiikan
bela negara,
penanaman nilai-
nilai luhur
Pancasila

Melaksanakan
pendidikan bela
negara dan
sosialisasi dan
pembinaan nilai-
nilai luhur
Pancasila dan UUD
1945 kepada
pelajar dan
pemuda dan
masyarakat

Meningkatkan
cakupan layanan
organisasi sosial
politk dalam

Meningkatkan

partisipasi politik
bagi bagi pelajar
dan masyarakat.
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kehidupan
demokrasi melalui
pendidikan politik,

Melaksanakan
pemberdayaan
organisasi sosial

pemberdayaan (ormas dan LSM)
organisasi sosial dan politik (parpol)
dan poltik, dalam bentuk

peningkatan sosialisasi dan

partisipasi politik fasilitasi.
Meningkatnya | Meningkatkan Peningkatan
Toleransi pemahaman pemahaman
dalam kehidupan agama dalam
kehidupan beragama rumah tangga,
beragama sekolah, keluarga

dan masyarakat

2.2.  Perencanaan Kinerja Tahun 2018

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis,
baik berkaitan dengan upaya meningkatkan kinerja program melalui kegiatan yang telah
dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan direncanakan akan dilaksanakan lagi, maupun
kegiatan baru dalam mendukung tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan.

Rencana kinerja tahunan juga merupakan spesifikasi kebijakan tahun yang satu
dengan kebijakan tahun lainnya.

Rencana kinerja tahun 2018 yang akan dihasilkan sebagai upaya organisasi
dalam pengelolaan daerah, dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja
Pemerintah Daerah (Renja OPD) Kesbangpol Kota Depok Tahun 2018.

Sasaran Strategis Kesbangpol Kota Depok merupakan bagian integral dalam
proses perencanaan Strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan
memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana
panjang yang sifatnya menyeluruh. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya
mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh
sasaran yang telah ditetapkan telah dicapai, maka diharapkan tujuan Strategis terkait juga
dapat dicapai. Penetapan sasaran ini dikui dengan penetapan program yang akan
dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Program tersebut sepenuhnya mendukung
pencapaian sasaran.
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Secara keseluruhan sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Kesbangpol Kota
Depok adalah sebagai berikut :

Keterkaitan Antara Sasaran Strategis Dan Indikator Sasaran

Kesbangpol Kota Depok
Sasaran Strategis Indikator Sasaran
1 Meningkatnya Kohesi Sosial - Persentase menurunnya indeks konflik sosial
2 Meningkatnya Toleransi dalam - Persentase dialog dan fasilitasi umat beragama
kehidupan beragama

23 Perjanjian Kinerja

Penetapan kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Penyusunan penetapan kinerja
atau sebutan lainnya adalah kontrak kinerja, diharapkan dapat mendorong keberhasilan
peningkatan kinerja di Kesbangpol Kota Depok. Penetapan kinerja pada hakekatnya
merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan
instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan
pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja.

Penetapan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan
oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan umum diterapkannya
penetapan kinerja adalah pertama, intensifikasi pencegahan korupsi; kedua, peningkatan
kualitas pelayanan publik; ketiga, percepatan untuk mewujudkan manajemen
pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Sedangkan tujuan khususnya adalah pertama, meningkatkan akuntabilitas,
transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima
amanah dengan pemberi amanah. Kedua, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar
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evaluasi aparatur, dan keempat, sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan

sanksi.

Kesbangpol Kota Depok menyusun penetapan kinerja setelah menerima DPA dan

ditandatangani oleh Walikota Depok dan Kesbangpol Kota Depok. Dokumen penetapan

memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis,

indikator kinerja utama organisasi beserta target kinerja dan anggaran. Dalam Penyusunan

Dokumen Penetapan Kinerja agar memperhatikan Dokumen RENSTRA. Dokumen

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan DPA. Dokumen Penetapan Kinerja dimanfaatkan

oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk : Memantau dan mengendalikan

pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam LKIP dan

menilai keberhasilan organisasi.

Dokumen Penetapan Kinerja Kesbangpol Kota Depok sebagai berikut :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 | Mencegah timbulnya konflik Jumlah kegiatan terkait Toleransi, 3 kegiatan
sosial di dalam masyarakat Kerukukan dan Kerjasama antar
umat agama, nilai sosial dan
solidaritas serta pelestarian nilai-
nilai luhur budaya bangsa
Jumlah kegiatan bersama 5 kegiatan
masyarakat terkait ketertiban dan
ketentraman
2 | Meningkatnya kapasitas peran Persentase Pembinaan terhadap 3 kegiatan
dan fungsi kelembagaan Ormas, | organisasi intra dan ekstra
Orsospol OKP, LSM, Toga, dan | sekolah,intra dan ekstra
Tomas kampus,LSM,Ormas dan OKP
Meningkatnya partisipasi politk | Jumlah persentase partisipasi politk | 4 Kegiatan
Pencegahan terhadap konflik Jumlah Kegiatan Pencegahan 2 Kegiatan
antar umat beragama terhadap konflik antar umat
beragama
5 | Menurunnya konflik antar umat Jumlah Penerima Manfaat dari 1 kegiatan
beragama layanan Sosial Keagamaan
6 | Meningkatnya Standar Predikat SAKIP B
Pelayanan Publik
7 | Meningkatnya kualitas Opini BPK WTP
manajemen pemerintah yang
akuntabel
8 | Terwujudnya proses pelayanan | Sistem Pelayanan Pemerintah 100%
publik yang cepat, tepat dan berbasis Teknologi Informatika
transparan
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NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 i
Jumlah kegiatan : ;
terkait Toleransi, e Ao S EEnER 121.230.800
Kerukukan dan Olitik Lalam Negeri
Korjasamaaniar Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan
umat Beragama,
il sosiel da 3 Keg Pendidikan Bela Negara 746.510.000
solidaritas serta
lestarian nilai-nilai
Feh b ld rera Pembinaan Pembauran Kebangsaan 351.250.000
mencegah uhur bucaya :
: .| bangsa Peningkatan
1 imbulnya konik kesadaran berbangsa
sosial di dalam dan b g Pemantauan Orang Asing dan Organisasi 42 986.000
masyarakat. B Beregas. Masyarakat Asing 700
Jumlah kegiatan Konsultasi dan Monitoring Kegiatan 309.140.000
masyarakat terkait 5 keg Jejaring Deteksi Dini 230.531.000
ketertiban dan Diseminasi RANHAM 38.477.000
ketentraman Penanganan Konflik Sosial 429.430.000
Forum Pembauran Kebangsaan 150.000.000
Forum Kewaspadaan Dini Masyakarat 211.700.000
Meningkatnya Persentase Pengembangan Jambore Ormas dan LSM 379.820.000
kapasitas peran pembinaan terhadap program
dan fungsi organisasi intra dan kepemimpinan dan Kajian Pemerintah Daerah dengan
s kelembagaan ekstra sekolah, infra | 3 Keg | kepeloporan pemuda | Perguruan Tinggi Bidang Kesatuan Bangsa 50.791.000
Ormas, Orsospol | dan ekstra kampus, di level sekolah, dan Politik Dalam Negeri
OKP, LSM, Toga, | LSM, Ormas, dan kampus, dan : o :
dan Tomas OKP. masyarakat Eg:ﬁek Kepemimpinan bagi anggota Ormas, 99 320.000
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Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 239.842.000
Sosialisasi dan Pendidikan Politik Pemilih
Meningkatnya Jumlah Persentase aKe Peningkatan Kualitas | Pemula 210.637.400
partisipasi politk | Partisipasi Politik 9 | Kehidupan Politik i Einr B
erifikasi Bantuan Parpo 25 152.200
Workshop Keuangan bagi Pengurus Partai
Politik 53.450.000
Jumlah Kegiatan _
E?ﬂiﬁiali'lm.k Penceganan 2Keg | peningkatan Kemah Pemuda Lintas Agama 148.020.400
P terhadap konflik Pelayanan Sosial
antar umat anter umt Kemasyarakatan Pemberdayaan Kelembagaan Agama
beragama beragama Dalam Kesatuan Bangsa 43.861.000
Jumlah Penerima ; e
Et?}?i’;u; nrg?um at Manfaat dari 1 Ke :; ?Lr;gléataerllaklgsgﬁ Dialog Publik Peran Agama Dalam
beragama layanan Sosia : sosial ?(e: an¥aan Kesatuan Bangsa 139.737.000
9 Keagamaan g )
Penyediaan Alat Tulis Kantor 63.087.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 50.413.000
Meningkatnya Peningkatan Penyediaan Komponen Instalasi
Standar Predikat SAKIP B | Administrasi LSt iPenarangar Bargunan Kunke 9.234.000
Py B CUR Fearkantorn Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.553.000
Penyediaan Makanan dan Minuman 58.960.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 473.228.500

Dalam dan Luar Daerah
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Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

o Bermistor 28.000.000
eningkatan Sarana . .
O —— gz?l(jarl:haKr:ﬁ:\oerutmlBerkala Perlengkapan 93.336.500
Aparatur g
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 117.040.000
Kantor T
¥ eriingkatan kualiss Bintek Peningkatan Kompetensi Bidang
Sumber Laya Politik Dalam Negeri :
Aparatur
Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Penyusunan Pelaporan Keuangan dan
£ Kinerja dan Capaian Kinerja 64.790.800
Keuangan
Terwujudnya ; Penyusunan Perubahan Renstra OPD
proses pelayanan ggrt:;?irizmae?sgsi 1 Peningkatan Kualitas | Tahun 2017 - 2021 .
8 publik yang cepat, Teknologi 100% | Perencanaan
tepat dan - Pembangunan Pelaksanaan Forum OPD 67.773.400
Informatika
transparan

Jumlah Anggaran tahun 2018 Rp. 4.917.302.000,- (Empat milyar sembilan ratus tujuh belas juta tiga ratus dua ribu rupiah)
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AKUNTABILITAS KINERJA

BABIII

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Kesbangpol Kota Depok. Capaian kinerja

sasaran Kesbangpol Kota Depok Tahun 2018 diperoleh berdasarkan pengukuran atas

indikator kinerja sasaran strategis Kesbangpol Kota Depok Tahun 2018. Untuk sefiap

pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerjanya

dengan rincian sebagai berikut :

3.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- Urusan/Bidang Urusan Target Kinerja Realisasi
No Pemerintahan Daerah dan | Indikator Kinerja Program ‘Tahun2018 | Kinerja Tahun
Program/Kegiatan L ' o 2018
1 2 3 5 6
Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Peningkatan Administrasi Persentase penyediaan i
I | Perkantoran administrasi perkantoran 100% 97.26%
1 | Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis Alat Tulis Kantor 50 Jenis 50 Jenis
Penyediaan Barang Cetakan dan Jenis Barang Cetakan dan
2 Penggandaan Penggandaan Keperluan Kantor % i % i
Penyediaan Komponen Instalasi
3 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jenis Peralatan Komponen Listrik 12 Jenis 12 Jenis
4 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga izr::;oi’eralaian RUman Tengge 13 Jenis 13 Jenis
5 | Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman 2003 box 2003  box
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
6 Dalam dan Luar Daerah Jumlah Perjalanan Dinas 1206 kall 1008 kali
I Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase penyediaan sarana 100 % 100 %
Aparatur dan prasarana aparatur ¢ !
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah Kendaraan sarana dan 5 it 5 o
Bermotor prasarana kantor yang dipelihara
Pemeliharaan Rutin/Berkala
8 Perlengkapan Gedung Kantor Jenis Perlengkapan Gedung Kanlor 7 Jenis T Jenis
9 E::‘g;daan Peralatan dan Perlengkapan Jenis Peralatan Kantor 2 Jenis 2 Jenis
Pengembangan sistem
pelaporan kinerja dan keuangan
" Peningkatan Sistem Pelaporan pertahun Nilai LAKIP 2 laporan; B; 12 2 laporan; B; 12
Capaian Kinerja dan Keuangan OPD,Cakupan laporan kinerja dokumen; 4 laporan | dokumen; 4 laporan
dan keuangan,Jumlah laporan
Evaluasi Kinerja Triwulan
10 Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Jumiah Dokumen Laporan 3 Dokumen 3 Dokumen

Capaian Kinerja
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Peningkatan Kualitas Sumber Daya

Persentase Bimtek, Diklat,
Sosialisasi, Workshop,

L Aparatur seminar lokakarya, semiloka, %
capacity building
Bintek Peningkatan Kompetensi Bidang Jumlah Peserta yang mengikuti 30
Politik Dalam Neger pelatihan orang
Peningkatan Kualitas Perencanaan Cakupan Dokumen Perencanaan
4 Pembangunan Pembangunan 100% 100%
11 | Pelaksanaan Forum OPD Jumiah Peserla 150 orang 150 orang
Wi | peneghatan Kualitas Kehldypan Persentase Partisipasi Politik 100% 100%
Sosialisasi dan Pendidikan Politik
12| Pemilih Pemula Jumiah Peserta 100 orang 100 orang
13 | Verifikasi Bantuan Parpol Jumlah Dokumen Verifikasi 10 dokumen 10 dokumen
Workshop Keuangan bagi Pengurus
14 Partal P(:J?ﬂik Sl ey 259 Jumlah Peserta 30 orang 30 orang
Sosialisasi Pemilihan Gubernur- Wakil
15 | Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 bagi Jumlah Peserla 500 orang 500 orang
Pemilih Pemula
Kegiatan Pelayanan
Kesejahteraan Sosial dan
Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan, Pembinaan
L Kemasyarakatan Organisasi Sosial 100% 100%
Kemasyarakatan dan Organisasi
Keagamaan
16 | Kemah Pemuda Lintas Agama Jumlah Peseta 100 arang 100 orang
Pemberdayaan Kelembagaan Agama
17 Delam Kesaluan Bangsa Jumlah Peserta 100 orang 100 orang
Pengembangan Program Persentase pembinaan terhadap
Vil Kepemimpinan dan Kepeloporan organisasi intra dan ekstra 72% 2%
Pemuda di Level Sekolah, Kampus, sekolah, intra dan ekstra
dan Masyarakat kampus, LSM, Ormas, dan OKP.
18 | Jambore Ormas dan LSM Jumlah Peserta 100 orang, 4 kali 100 orang, 4 kali
Kajian Pemerintah Daerah dengan
19 | Perguruan Tinggi Bidang Kesatuan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Bintek Kepemimpinan bagi Anggota
20 Ormas, LSM Jumlah Peserta 50 orang 50 orang
Tingkat pemahaman Masyarakat
terhadap Toleransi, Kerukukan
Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Kerjasama antar umat
X 100% 100%
dan Bernegara Beragama, nilai sosial dan
solidaritas serta pelestarian nilai-
nilai luhur budaya bangsa
Pelatihan Bidang Kesatuan Bangsa dan
2 Polifik Dalam Negeri Jumlah Peserla Utusan 78 orang 165 orang
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan
2 Pendicikan Bela Negara Jumlah Peserta 100 orang 100 orang
23 | Pembinaan Pembauran Kebangsaaan Jumlah Peserta 200 orang orang
Pemantauan Orang Asing dan
24 Organisas Masyarakat Asing Jumlah Peserta 50 orang 50 orang
Konsultasi dan Monitoring Kegiatan
25 KOMINDA Jumlah Rakor 12 rakor 12 rakor
26 | Jejanng Deteksi Dini Jumiah Peserta 50 orang 50 orang
27 | Diseminast RANHAM Jumlah Peserta 75 orang 75 orang
28 | Penanganan Konflik Sosial Jumlah Rakor 7 rakor 7 rakor
29 | Forum Pembauran Kebangsaan Jumlah Rakor 12 rakor 12 rakor
30 | Forum Kewaspadaan Dini Masyakarat Jumiah Rakor 12 rakor 12 rakor
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Peningkatan Kinerja Lembaga Jumlah Penerima Manfaat dari

X Pelayanan Sosial Keagamaan Layanan Sosial Keagamaan 100% 100%
Dialog Publik Peran Tokoh Agama

3 Dalam Kesatuan Bangsa Jumiah Peserta 100 orang 100 orang

3.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini

dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terahkir

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 diketahui bahwa
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok telah menetapkan 12 (dua belas) target
kinerja yang akan dicapai selama Tahun 2018, untuk selanjutnya akan dilakukan
pengukurannya dengan menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2018 agar
diketahui hasilnya setelah Tahun Anggaran 2018 berakhir. Adapun perbandingan antara
target dan realisasi kinerja Kesbangpol Kota Depok Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

2016 2017 2018

SASARAN INDIKATOR die :
STRATEGIS KINERJA Target | RS | rarget | REAlS | rargee | Re2S

| 100%

. 100%
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3.3  Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
Setelah diperoleh perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

Kesbangpol Kota Depok Tahun 2018 dengan Tahun 2017 dan beberapa tahun terakhir,

langkah berikutnya adalah membandingkan realisasi kinerja Kesbangpol Kota Depok

sampai dengan Tahun 2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam
dokumen perencanaan strategis. Adapun perbandingannya adalah sebagai berikut :

PENGUKURAN KINERJA KESBANGPOL KOTA DEPOK TAHUN 2018

. : ' TARGET REALISASI
SASARAN STRATEGIS . INDIKATOR KINERJA RENSTRA /D 2018

: (KUMULATIF) (KUMULATIF)

1 % | wow

too% | st

msmtpenmanm e
__

Pada dasarnya semua kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan 98.30 %,
sedangkan keuangan realisasi hanya tercapai 95.15 % ini dikarenakan faktor efesiensi
dalam pemanfaatan dana anggaran.
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34 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Setelah diperoleh perbandingan realisasi kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Depok sampai dengan Tahun 2018 dengan target jangka menengah yang
terdapat dalam dokumen perencanaan strategis, langkah berikutnya adalah
membandingkan realisasi kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok Tahun
2018 dengan standar nasional. Akan tetapi karena standar nasional realisasi kinerja untuk
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok belum ada, maka belum dapat dilakukan
proses pembandingannya.

3.5 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran
strategis, dilakukan pengukuran melalui media dokumen Penetapan Kinerja yang
kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir Pengukuran
Kinerja. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja
untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya
kinerja yang diharapkan. Pada Tahun 2018 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Depok telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Visi Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politk Kota Depok sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok Tahun 2016-2021 yang berbuny
i: “Satu Depok Untuk Mewujudkan Depok Unggul , Nyaman dan Religius”. Evaluasi
dan analisis atas capaian sasaran strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Depok dengan indikator kinerja sasaran dijabarkan sebagai berikut :

Setelah  dilakukan  analisis  penyebab  keberhasilan/kegagalan  atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, maka langkah
selanjutnya adalah melakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Depok selama Tahun 2018, yang diuraikan sebagai berikut:

Misil : “Meningkatkan Integrasi Sosial”

Sasaran strategis pertama: mencegah timbulnya konfiik sosial di dalam masyarakat.
Sasaran Strategis pertama mencapai 100 % Indikator kinerja, target dan realisasinya
dapat digambarkan sbb :




Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018

Indikator Kinerja Target Realisasi % capaian
1. Jumlah kegiatan terkait 100 % 100 % 100 %
Toleransi, Kerukukan dan

Kerjasama antar umat
Beragama, nilai sosial dan
solidaritas serta pelestarian
nilai-nilai luhur budaya bangsa

2. Jumlah kegiatan bersama 100 % 100 % 100 %
masyarakat terkait ketertiban
dan ketentraman

»  Analisis Pencapaian Kinerja :
Tercapainya target sasaran strategis kedua pada misi pertama mencapali 100 %
tercapainya program/kegiatan tersebut dikarenakan penyelenggaraan Kegiatan
yang partisipatif dan tepat waktu sesuai dengan jadwal pelaksanaan, Kesadaran
masyarakat dan stakeholder untuk turut serta berpartisipasi dalam suksesnya
kegiatan dimaksud.

Misi Il :“Menguatkan Jejaring "

Sasaran strategis pertama : “ Meningkatnya partisipasi politik *

Sasaran strategi pertama mencapai100%. Indikator kinerja,target dan realisasinya dapat

digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target Realisasi % capaian

Persentase Partisipasi Politik 100% 100% 100%

»  Analisis Pencapaian Kinerja :
Tercapainya target sasaran strategis kedua pada misi pertama mencapai 100 %
tercapainya program/kegiatan tersebut dikarenakan penyelenggaraan Kegiatan
yang partisipatif dan tepat waktu sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan,
Kesadaran masyarakat dan stakeholder untuk turut serta dalam kegiatan
Sosialisasi Pendidikan Politik guna meningkatkan partisipasi politik di dalam Pilkada
maupun Pilpres.
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Sasaran strategis kedua : Meningkatnya kapasitas peran dan fungsi kelembagaan
Ormas, Orsospol OKP, LSM, Toga, dan Tomas;

Sasaran strategis kedua mencapai 100% . Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat
digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Target Realisasi % capaian
Persentase pembinaan terhadap
organisasi intra dan ekstra sekolah, 100% 100% 100%
intra dan ekstra kampus, LSM, Ormas,
dan OKP.

»  Analisis Pencapaian Kinerja :
Tercapainya target sasaran strategis kedua pada misi kedua mencapai 100 %,
untuk penyerapan anggaran memang fidak terserap secara keseluruhan
dikarenakan adanya efisiensi anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan , solusi
yang akan dilakukan lebih baik dalam perencanaan anggaran.

Sasaran strategis ketiga : ‘Meningkatnya kesadaran wawasan kebangsaan dan cinta
tanah air di dalam masyarakat

Sasaran strategis ketiga mencapai100%. Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat
digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Target Realisasi % capaian

Tingkat pemahaman  Masyarakat
terhadap Toleransi, Kerukukan dan 100% 100% 100%
Kerjasama antar umat Beragama, nilai
sosial dan solidaritas serta pelestarian

nilai-nilai luhur budaya bangsa

»  Analisis Pencapaian Kinerja :
Pada sasaran strategis ketiga misi kedua bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah
Pelatihan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri,Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan Pendidikan Bela NegaraForum Pembauran Kebangsaan.
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Tercapainya target sasaran strategis kedua pada misi kedua mencapai 100 %,
untuk penyerapan anggaran memang tidak terserap secara keseluruhan
dikarenakan adanya efisiensi anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan , solusi
yang akan dilakukan lebih baik dalam perencanaan anggaran.

Sasaran Strategi keempat : “Menurunnya konflik antarumat beragama *

Sasaran strategis keempat mencapai 100%.Indikator kinerja,target dan realisasinya dapat

digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target Realisasi % capaian

1. Pembinaan Organisasi

0,
Kemasyarakatan dan 100% 100% 100%

Organisasi Keagamaan

»  Analisis Pencapaian Kinerja :
Tercapainya target sasaran strategis kedua pada misi kedua mencapai 100 % |,
untuk penyerapan anggaran memang tidak terserap 100% secara keseluruhan
dikarenakan adanya efisiensi anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan , solusi
yang akan dilakukan lebih baik dalam perencanaan anggaran.

Misi lll : “Menguatkan Kemitraan Lembaga”
Sasaran Strategi Pertama : Meningkatnya kerjasama daerah
1. Sasaran strategi pertama ‘Pencegahan terhadap konflik ~antar umat
beragama’indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai
berikut :

Indikator Kinerja Target Realisasi % capaian

Jumlah Penerima Manfaat dari

layanan Sosial Keagamaan 100% 100% 100%

»  Analisis Pencapaian Kinerja :
Tercapainya target sasaran strategis pertama pada misi ketiga mencapai 100 % ,
untuk penyerapan anggaran memang fidak terserap secara keseluruhan
dikarenakan adanya efisiensi anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan , solusi
yang akan dilakukan lebih baik dalam perencanaan anggaran.
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2. Sasaran strategi kedua " Mengoptimalkan peran sosial dari lembaga-lembaga

keagamaan’

Sasaran strategi kedua mencapai 90 % . Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat

digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target Realisasi % capaian
Kegiatan Pelayanan Kesejahteraan
Sosialdan Keagamaan 100 % 90 % 90 %

»  Analisis Pencapaian Kinerja :

Tercapainya target sasaran strategi kedua misi ketiga terfasilitasinya pelaksanaan

Kegiatan Pelayanan Kesejahteraan Sosialdan Keagamaan. Tercapainya target

sasaran strategis kedua pada misi ketiga belum mencapai 100 % akan tetapi

realisasi secara fisik telah mencapai target , untuk penyerapan anggaran memang

tidak terserap secara keseluruhan dikarnakan" Belanja Hibah Barang atau Jasa

yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat tidak diserap dikarnakan (usulan

Dewan) ".

Misi IV : “ Meningkatkan Kapasitas SDM *

Sasaran Strategi Pertama
lembaga/kantor.

meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target Realisasi | % capaian

1. Persentase Penyediaan Sarana dan

Prasarana Aparatur 100% 97.26% 97.26%
2. Pengembangan sistem Pelaporan

Kinerja dan Pembangunan Keuangan 100% 100% 100%

Pertahun
3. Nilai Lakip OPD Cakupan Laporan

Kinerja dan Keuangan 100% 100% 100%
4. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja

100% 100% 100%

5. Cakupan dokumen perencanaan

pembangunan 100% 100% 100%
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6. Nilai pemeringkatan e-government

_ _ 100% 100% 100%
indonesia(PEGH)

Analisis Pencapaian Kinerja :

Tercapainya target sasaran strategis pertama pada misi keempat belum mencapai 100
% akan tetapi realisasi secara fisik telah mencapai target , untuk penyerapan anggaran
memang tidak terserap secara keseluruhan dikarenakan adanya efisiensi anggaran
menyesuaikan dengan kebutuhan ,untuk kegiatan Penyusunan Perubahan Renstra
OPD Tahun 2016 - 2021 belum terserap dikarnakan RPJMD Perubahan masih dalam
proses pengesahan solusi yang akan dilakukan lebih baik dalam perencanaan
anggaran.
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Capaian Keuangan 2018

%

%

No Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan
Anggaran 2018 | Realisasi 2018 (Keu) (Fisik)
1 2 3 4 5 7 8 9 6
Meningkatnya il Partisibest
keharmonisan dan kohesi | e Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan |  191.881.400,00]  188.974.400,00| 98,49% | 100,00
i masyarakat/kelompok
g [sosial dimasyarakatyang | oo o akat dalam 100%
dicirikan dengan siiiivitas sosiel dan Kemah Pemuda Lintas Agama 148.020.400,00 146.113.400,00] 98,71% 100,00
semangat gotong royon '
o totoransi Y |pembangunan Loy e KT Agesisd Dot 4386100000] 4286100000 $7.72% | 100,00
Tumbuhnya kemampuan Pengembangan Program Kepemimpinan dan
kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda di Level Sekolah, 459.931.000,00 449.612.200,00| 97,76% 100,00
kepeloporan di kalangan | Jumlah keikutsertaan Kampus, dan Masyarak
5 |pelajar,mahasiswa dan [institusi pendidikan dan 100% Jambore Ormas dan LSM 379.820.000,00 369.501.200,00] 97,28% 100,00
pemuda dengan organisasi kepemudaan Kajian Pemerintah Daerah dengan Perguruan
. = .791.000,00 191, 100,00%
mellb_al_knn institusi o Tingai Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam BOMEHAK, 7000 ' il
pendidikan dan organisasi Bintek Kepemimpinan bagi Anggota Ormas, LSM 29.320.000,00 29.320.000,00{ 100,00% | 100,00
Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 529.081.600,00 509.791.753,00, 96,35% 100,00
Sosialisasi dan Pendidikan Politik Pemilih Pemula 210.637.400,00 204.987.400,00( 97.32% 100,00
Verifikasi Bantuan Parpol 25.152.200,00 24.202.853,00] 96,23% 100,00
Workshop Keuangan bagi Pengurus Partai Politik 53.450.000,00 52.450.000,00] 98,13% 100,00
Institusi dan lembaga R .
dalam pembinaan dan 100% f;‘;':'g:zgeam:z%%”E:;T‘;’en‘i‘:::'g:ﬁn“' 23084200000  228.15150000| 95.13% | 100,00
peletihan bela negara [Pelatihan Bidang Kesatuan Bangsa dan Poliik
. 121.230.800,00 105.200.942,00] 86,78% 100,00
Dalam Negeri
ge:“blfl“aa" Wawasan Kebangsaan dan Pendidken | 746 510 000,00 ~ 740.212.200,00] 99,16% | 100,00
Meningkatnya rasa Dea ieqara
kebanggaan akan Pembinaan Pembauran Kebangsaaan 351.250.000,00 350.800.000,00f 99,87% 100,00
6 |Indonesia dan semangat
bela negara dalam .
menjaga keutuhan NKRI Peningkatan Kesadaran Berhangsa dan 263125480000 2.579.741.142,00 98,04% | 100,00
Bernegara
Pemantauan Orang Asing dan Organisasi £2.986.00000]  42.986.00000] 100,00% | 100,00

Persentase penanganan

Masyarakat Asing
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3.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Setelah  dilakukan  analisis  penyebab  keberhasilan/kegagalan  atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, maka langkah
selanjutnya adalah melakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politk Kota Depok selama Tahun 2018, yang diuraikan sebagai
berikut :

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya:

Realisasi secara fisik telah mencapai target , untuk penyerapan anggaran

memang tidak terserap secara keseluruhan dikarenakan perencanaan anggaran

yang kurang memperhatikan kebutuhan sehingga terjadi efisiensi dan rasionalisasi
keuangan yang tidak diperlukan;

3.7  Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja
Setelah  dilakukan  analisis  penyebab  keberhasilan/kegagalan  atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, maka langkah
selanjutnya adalah melakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Depok selama Tahun 2018, yang diuraikan sebagai berikut :
Misi | : “Meningkatkan Integrasi Sosial”
Sasaran strategis pertama. mencegah timbulnya konflik sosial di dalam masyarakat.
Sasaran Strategis pertama mencapai 100 % Indikator kinerja, target dan realisasinya

dapat digambarkan sbb :
Indikator Kinerja Target Realisasi % capaian
1. Jumlah kegiatan terkait Toleransi, 100 % 100 % 100 %

Kerukukan dan Kerjasama antar
umat Beragama, nilai sosial dan
solidaritas serta pelestarian nilai-nilai
luhur budaya bangsa

2. Jumlah kegiatan bersama 100 % 100 % 100 %
masyarakat terkait ketertiban dan
ketentraman

»  Analisis Pencapaian Kinerja :
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Tercapainya target sasaran strategis kedua pada misi pertama mencapai 100 %
tercapainya program/kegiatan tersebut dikarenakan penyelenggaraan Kegiatan
yang partisipatif dan tepat waktu sesuai dengan jadwal pelaksanaan, Kesadaran
masyarakat dan stakeholder untuk turut serta berpartisipasi dalam suksesnya
kegiatan dimaksud.

Misi Il :“Menguatkan Jejaring "

Sasaran strategis pertama . “Meningkatnya partisipasi politik

Sasaran strategi pertama mencapai 100%. Indikator kinerja target dan realisasinya dapat

digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target Realisasi % capaian

Persentase Partisipasi Politik 100% 100% 100%

Analisis Pencapaian Kinerja :

Tercapainya target sasaran strategis kedua pada misi pertama mencapali 100 %
tercapainya program/kegiatan tersebut dikarenakan penyelenggaraan Kegiatan
yang partisipatif dan tepat waktu sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan,
Kesadaran masyarakat dan stakeholder untuk turut serta dalam kegiatan
Sosialisasi Pendidikan Politik guna meningkatkan partisipasi politik di dalam Pilkada
maupun Pilpres.

Sasaran strategis kedua : Meningkatnya kapasitas peran dan fungsi kelembagaan
Ormas, Orsospol OKP, LSM, Toga, dan Tomas;

Sasaran strategis kedua mencapai100 % . Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat

digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Target Realisasi % capaian
Persentase pembinaan terhadap
organisasi intra dan ekstra sekolah, intra 100% 100% 100%
dan ekstra kampus, LSM, Ormas, dan
OKP.
»  Analisis Pencapaian Kinerja :

Tercapainya target sasaran strategis kedua pada misi kedua mencapai 100 %,
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untuk penyerapan anggaran memang tidak terserap secara keseluruhan
dikarenakan adanya efisiensi anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan , solusi
yang akan dilakukan lebih baik dalam perencanaan anggaran.
Sasaran strategis ketiga : ‘Meningkatnya kesadaran wawasan kebangsaan dan cinta
tanah air di dalam masyarakat"
Sasaran strategis ketiga mencapai  100%. Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat
digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Target Realisasi % capaian

Tingkat ~ pemahaman  Masyarakat
terhadap Toleransi, Kerukukan dan 100% 100% 100%
Kerjasama antar umat Beragama, nilai

sosial dan solidaritas serta pelestarian

nilai-nilai luhur budaya bangsa

»  Analisis Pencapaian Kinerja :
Pada sasaran strategis ketiga misi kedua bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah
Pelatihan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politk Dalam Negeri,Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan Pendidikan Bela NegaraForum Pembauran Kebangsaan.
Tercapainya target sasaran strategis kedua pada misi kedua mencapai 100 %,
untuk penyerapan anggaran memang fidak terserap secara keseluruhan
dikarenakan adanya efisiensi anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan , solusi
yang akan dilakukan lebih baik dalam perencanaan anggaran.

Sasaran Strategi keempat : “Menurunnya konflik antarumat beragama *

Sasaran strategis keempat mencapai 100%.Indikator kinerja,target dan realisasinya dapat

digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target Realisasi % capaian

2. Pembinaan Organisasi

0 0
Kemasyarakatan dan Organisasi 100% 100% 100%

Keagamaan

»  Analisis Pencapaian Kinerja :
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Tercapainya target sasaran strategis kedua pada misi kedua mencapai 100 % |,
untuk penyerapan anggaran memang tidak terserap 100% secara keseluruhan
dikarenakan adanya efisiensi anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan , solusi
yang akan dilakukan lebih baik dalam perencanaan anggaran.

Misi lll : “ Menguatkan Kemitraan Lembaga”
Sasaran Strategi Pertama : Meningkatnya kerjasama daerah
3. Sasaran strategi pertama ‘“Pencegahan terhadap konflk antar umat
beragama’indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai
berikut :

Indikator Kinerja Target Realisasi % capaian

Jumlah Penerima Manfaat dari layanan
Sosial Keagamaan 100% 100% 100%

»  Analisis Pencapaian Kinerja :
Tercapainya target sasaran strategis pertama pada misi ketiga mencapai 100 % ,
untuk penyerapan anggaran memang fidak terserap secara keseluruhan
dikarenakan adanya efisiensi anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan , solusi
yang akan dilakukan lebih baik dalam perencanaan anggaran.

4.  Sasaran strategi kedua " Mengoptimalkan peran sosial dari lembaga-lembaga
keagamaan”
Sasaran strategi kedua mencapai 90 % . Indikator kinerja, target dan realisasinya
dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target Realisasi % capaian

Kegiatan Pelayanan  Kesejahteraan
100 % 100 % 100 %

Sosialdan Keagamaan

»  Analisis Pencapaian Kinerja :
Tercapainya target sasaran strategi kedua misi ketiga terfasilitasinya pelaksanaan
Kegiatan Pelayanan Kesejahteraan Sosialdan Keagamaan. Tercapainya target
sasaran strategis kedua pada misi ketiga belum mencapai 100 % akan tetapi
realisasi secara fisik telah mencapai target , untuk penyerapan anggaran memang
tidak terserap secara keseluruhan dikarnakan" Belanja Hibah Barang atau Jasa
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yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat tidak diserap dikarnakan

(usulan Dewan) ".

Misi IV : “ Meningkatkan Kapasitas SDM
Sasaran Strategi Pertama
lembaga/kantor.

- meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target Realisasi % capaian

1.Persentase Penyediaan Sarana dan

Prasarana Aparatur 100% 100% 100%
2. Persentase

diklat, bimtek,sosialisasi,workshop,semin

ar,lokakarya, semi lokakarya,capacity 100% 100% 100%

building
3. Pengembangan sistem Pelaporan

Kinerja dan Pembangunan Keuangan 100% 100% 100%

Pertahun
4. Nilai Lakip OPD Cakupan Laporan

Kinerja dan Keuangan 100% 100% 100%
5. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja

100% 100% 100%

6. Cakupan dokumen perencanaan

pembangunan 100% 100% 100%
7. Nilai pemeringkatan e-government

indonesia(PEGI) 100% 100% 100%

Analisis Pencapaian Kinerja :

Tercapainya target sasaran strategis pertama pada misi keempat belum mencapai 100

% akan tetapi realisasi secara fisik telah mencapai target , untuk penyerapan anggaran

memang fidak terserap secara keseluruhan dikarenakan adanya efisiensi anggaran

menyesuaikan dengan kebutuhan ,untuk kegiatan Penyusunan Perubahan Renstra
OPD Tahun 2016 — 2021 belum terserap dikarnakan RPJMD Perubahan masih dalam
proses pengesahan solusi yang akan dilakukan lebih baik dalam perencanaan

anggaran.
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3.8 Perbandingan Data Kinerja
Perbandingan data kinerja Kesbangpol Kota Depok yang memadai antara
realisasi tahun ini dengan realisasi sebelumnya berdasarkan indikator kinerja dijabarkan

sebagai berikut :

SASARAN ~ INDIKATOR
STRATEGIS ~ KINERJA

oam T wn 2018
Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi

| SATUAN

39 Realisasi Anggaran

Berdasarkan perubahan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2018, Anggaran
Belanja Kesbangpol Kota Depok sebesar Rp. 7.261.602.055.- terdiri dari Belanja Tidak
Langsung sebesar Rp. 2.344.300.055 - dan Belanja Langsung sebesar Rp.
4.917.302.000 - dengan Realisasi Belanja sebesar Rp. 6.909.697.578,- (95.15%) terdiri
dari Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 2.190.202.846,- (93.43%) dan Realisasi
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Belanja Langsung sebesar Rp. 4.719.494.732,- (95.98%) sisa anggaran yang tidak
terserap masih tersimpan di kas daerah, yang diuraikan sebagai berikut :

Meningkatnya
keharmonisan dan Jumlah Partisipasi
kohesi sosial di masyarakat/kelompok
masyarakat yang masyarakat dalam 100% 191.881.400 | 188.974.400 | 98,49%
dicirikan dengan aktivitas sosial,dan
semangat gotong pembangunan
royong dan toleransi
Meningkatnya
pelayanan sosial Jumlah Lembaga
keagamaan sosial keagamaan 100% 139.737.000 138.737.000 | 99,28%
dimasyarakat
Meningkamya rasa Institusi dan lembaga
kebanggaan akan dalam pembinaan dan 100% 1748.072.400 | 1.706.004.895 97,59%
Indonesia dan pelatihan bela negara R R
semangat bela
negara dalam Persentase
menjaga keutuhan | Penanganan 100% | 1.412.264.000 | 1.383.528.000 | 97,97%
NKRI gangguan ketertiban
masyarakat
Tumbuhnya
kemampuan
kepemimpinan dan
:ﬁ;‘a’;’m” g Jumiah keikutsertaan
pelajar,mahasiswa | o o ;’rﬁgg's?'ka" 8300% | 450.931.000 | 449.612.200 | 97,76%
dan pemuda dengan K r;% e
melibatkan insitusi epe
pendidikan dan
organisasi
kepemudaan
Meningkatnya
Standar Pelayanan Predikat SAKIP BB 832.852.000 | 757.392.237 | 90,94%
Publik
Meningkatnya kualitas
;“:n'lzﬁ{‘::yang Opini BPK WTP 64.790.800 |  27.571.000 | 42,65%
akuntabel
Torwyuckyabioses Sistem Pelayanan
pelayananpublik | oo itk berbasis | 100% | 67.773.400 | 67.675.000 | 99,85%
t, tepat dan emenntg sis 73 675. ;
E‘:g;aﬁ' Teknologi Informatika




Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018

PELAKSANAAN APBD KESBANGPOL KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2018

KELOMPOK JUMLAH REALISASI KEUANGAN | FISIK | SISA ANGGARAN KETERANGAN
BELANJA ANGGARAN (Rp) | SP2D (Rp) SPJ (Rp) % (%) (Rp)
BELANJA TIDAK
2.344.300.055 | 2.190.202.846 | 93.43 | 2.190.202.846 | 93.43 | 100 154.807.268
1 | LANGSUNG
Tidak Terserap
BELANJA
2 4917.302.000 | 4.719.494.732 | 95.98 | 4.719.494.732 | 95.98 | 99.73 197.807.268 | /efisiensi
LANGSUNG
Rp. 197.807.268
Bend 17:
Rp.,-
JUMLAH 7.261.602.055 | 6.909.697.578 | 95.15 | 6.909.697.578 | 95.15 99.87 351.904.477




Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018

Urusan/Bidang Urusan Tarasl Kiaila Realisasi % Capaian Keuangan 2018 % Keterangan /
No Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program Taghun 2012 Kinerja Capaian Anggaran Realisasi | Capaian Alasan Tidak
Program/Kegiatan Tahun 2018 Kinerja 2018 2018 P Tercapai
7
1 2 3 5 6 (6/5*100) 8 9 10 11
Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
| Peningkatan Administrasi Pels-er_ltase Penyediaan 100 % 97,26% 97.26 664.475.500 593.191.618 89% Efisiensi
Perkantoran administrasi perkantoran anggaran
1 | Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis Alat Tulis Kantor 50  Jenis 50  Jenis 100,00 63.087.000 62.910.000 | 100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Jenis Barang Cetakan dan . :
2 Penggandaan Penggandaan Keperiuan Kantor 15 Jenis 15 Jenis 100,00 50.413.000 50.130.000 | 99%
Penyediaan Komponen Instalasi i . ) :
3 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jenis Peralatan Komponen Listrik 12 Jenis 12 Jenis 100,00 9.234.000 9.200.000 | 100%
4 Penyediaan Peralatan Rumah Jenis Peralatan Rumah Tangga 13 e 13 Jenis 100,00 9553.000 9.550000 | 100%
Tangga Kantor
5 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Makanan dan Minuman 2003  box 2003  box 100,00 58.960.000 57.900.000 | 98%
— SPPD dalam
g | Rapat-Rapat Koordinas dan Jumlah Perjalanan Dinas 1206 kali | 1008 Kl 8358 | 473228500 | 403501618 | 85% | daerah tidak
Konsultasi Dalam dan Luar Daerah terserap
Peningkatan Sarana dan Persentase penyediaan sarana " o
Il Prasarana Aparatur dan prasarana aparatur 100 % 100 % 100,00 168.376.500 164.200.619 98%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan sarana dan : .
7 ondarsan Baficicr prasarana kantor yang dipelihara 5 unit 5 unit 100,00 28.000.000 26.408.119 | 94%
Pemeliharaan Rutin/Berkala : . .
8 Perlengkapan Gedung Kantor Jenis Perlengkapan Gedung Kantor 7 Jenis 7 Jenis 100,00 23.336.500 22.792500 | 98%
g | Eorigecdasn Fermlatn Jenis Peralatan Kantor 2 Jems | 2 Jens | 100,00 | 117.040000 | 115000000 | 98%
Perlengkapan Kantor
Pengembangan sistem pelaporan
kinerja dan keuangan 21 . =
] ; fas aporan; B; 2 laporan; B; L
g | Peningkatan Sistem Pelaporan | pertahun,Nilai LAKIP = 12dokumen: 4 | 12dokumen: 4 | 10000 | 64790.800 | 27.571.000 | 43% | Cisiensi
Capaian Kinerja dan Keuangan OPD,Cakupan laporan kinerja anggaran
laporan laporan
dan keuangan,Jumlah laporan
Evaluasi Kinerja Triwulan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Doku Doku A Anggaran
10 dan Capaian Kinetja Jumlah Dokumen Laporan 3 men 3 men 100,00 64.790.800 27.571.000 | 43% untuk biaya
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lembur tidak
terserap
Persentase Bimtek, Diklat,
v Peningkatan Kualitas Sumber Sosialisasi, Workshop, 100 % ) Program tidak
Daya Aparatur seminar,lokakarya, semiloka, 2 dilaksanakan
capacity building
Bintek Peningkatan Kompetensi Jumlah Peserta yang mengikuti A o i .
Bidang Politik Dalam Negeri pelatihan g
v Peningkatan Kualitas Perencanaan | Cakupan Dokumen Perencanaan 100% 100% 100,00 67.773.400 67.675.000  100%
Pembangunan Pembangunan
11 | Pelaksanaan Forum OPD Jumlah Peserta 150  orang 150  orang 100,00 67.773.400 67.675.000 | 100%
vi | Peningkatan Kualtas KehdUPan | persentase Partisipasi Politk 100% 100% 10000 | 529.081.600 | 509.791.753 | 96%
Sosialisasi dan Pendidikan Politik
12 Pemilih Pemula Jumlah Peserta 100  orang 100  orang 100,00 210.637.400 | 204.987.400 | 97%
13 | Verifikasi Bantuan Parpol Jumlah Dokumen Verifikasi 1o domi g Qokum | 10000 | 25452200 | 24202853 | 9%
14 | Workshop Keuanganbagi Pengurus | i peserta 0 orang | 30 omang | 10000 | 53450.000 | 52450000 | 98%
Partai Politik
Sosialisasi Pemilihan Gubernur-
15 | Wakil Gubemnur Jawa Barat Tahun Jumlah Peserta 500 orang 500  orang 100,00 239.842.000 | 228.151500 | 95%
2018 bagi Pemilih Pemula
Kegiatan Pelayanan
Kesejahteraan Sosial dan
Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan, Pembinaan . i
Vil Kemasyarakatan Organisasi Sosial 100% 100% 100,00 191.881.400 | 188.974.400 | 98%
Kemasyarakatan dan Organisasi
Keagamaan
16 | Kemah Pemuda Lintas Agama Jumlah Peseta 100 orang 100  orang 100,00 148.020.400 | 146.113.400 | 99%
17 | Pemberdayaan Kelembagaan Agama | ;a1 peserta 100 orang | 100 orang | 10000 | 43861000 | 42861000 | 98%
Dalam Kesatuan Bangsa
Pengembangan Program Persentase pembinaan terhadap
Kepemimpinan dan Kepeloporan organisasi intra dan ekstra
Vil Pemuda di Level Sekolah, sekolah, intra dan ekstra 2% 2% 100,00 459.931.000 449.612.200 98%
Kampus, dan Masyarakat kampus, LSM, Ormas, dan OKP.
18 | Jambore Ormas dan LSM Jumlah Peserta 00orang, 4 | 100010, 4 | 10000 | 379.820000 | 363501200 | 97%
Kajian Pemerintah Daerah dengan Doku Doku
19 | Perguruan Tinggi Bidang Kesatuan Jumlah Dokumen 1 e 1 i 100,00 50.791.000 50.791.000 | 100%

Bangsa dan Politik Dalam Negeri




Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018

20 | Bintek Kepemimpinanbagl A998 | jumiah Peserta 5 oang | 50 orang | 10000 | 29.320000 | 29320000 | 100%
Tingkat pemahaman Masyarakat
terhadap Toleransi, Kerukukan
Peningkatan Kesadaran dan Kerjasama antar umat " o
IX Berbangsa dan Bernegara Beragama, nilai sosial dan 100% 100% 100,00 | 2.631.254.800 | 2.579.741.142 | 98%
solidaritas serta pelestarian nilai-
nilai luhur budaya bangsa
g1 | Pelatinan Bidang Kesaluan Bangsa | a1 peserta Utusan 78 omng | 165 orang | 10000 | 121230800 | 105200942 | 87%
dan Politik Dalam Negeri ' o o
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
22 dan Pendidikan Bela Negara Jumlah Peserta 100  orang 100  orang 100,00 746.510.000 | 740.212.200 | 99%
g3 | Pembinean Pembauran Jumlah Peserta 200 orang | 200 orang | 10000 | 351250000 | 350800000 | 100%
Kebangsaaan
g4 | Pemantauan Orang Asing dan Jumlah Peserta 5 orang | 50 orang | 10000 | 42986000 | 42986000 | 100%
Organisasi Masyarakat Asing
25 | Konsulac!dan Monforng Kegieta | yumiah Rakor 12 rakor | 12 rakor | 10000 | 309.140.000 | 307.120.000 | 99%
26 | Jejaring Deteksi Dini Jumlah Peserta 50  orang 50  orang 100,00 230.531.000 | 222.931.000 | 97%
27 | Diseminasi RANHAM Jumlah Peserta 75 orang 75 orang 100,00 38.477.000 37.477.000 | 97%
28 | Penanganan Konflik Sosial Jumlah Rakor 7 rakor 7 rakor 100,00 429.430.000 | 426.304.000 | 99%
29 | Forum Pembauran Kebangsaan Jumlah Rakor 12 rakor 12 rakor 100,00 150.000.000 | 147.320.000 | 98%
e e Jumlah Rakor 12 rakor | 12 rakor | 10000 | 211700000 | 199.390.000 | 94%
Masyakarat
Peningkatan Kinerja Lembaga Jumlah Penerima Manfaat dari o 4 .
X Pelayanan Sosial Keagamaan Layanan Sosial Keagamaan 100 100% L 130.737.000 |  138.737.000 |  99%
31 | Dialog Pubik Peran Takoh Agama | yah pegerta 100 orang | 100 orang | 10000 | 139.737.000 | 138.737.000 | 99%
Dalam Kesatuan Bangsa
JUMLAH 99,70 4.917.302.000 4.719.494732 | 9%
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BAB IV

PENUTUP

41. Keberhasilan Dan Kegagalan Kinerja

Dalam rangka mencapai kinerja sasaran Tahun 2018, Kantor Kesatuan Bangsa
da Politik Kota Depok telah melaksanakan Program dan Kegiatan untuk mencapai Visi dan
Misi yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh
gambaran mengenai capaian kinerja secara keseluruhan dari 8 (Delapan) sasaran
strategis. Disamping itu penyusunan LKIP ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi
dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Kesbangpol Kota Depok pada tahun-
tahun mendatang.
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian
kinerja secara keseluruhan dari 8 (Delapan) sasaran strategis dan 12 (duabelas) indikator
berdasarkan RENSTRA Kesbangpol Kota Depok Tahun 2016-2021, dengan capaian
Kinerja Keuangan 95.15% dan Kinerja Fisik 99.87%. Dalam pelaksanaan pencapaian
target indicator kinerja Kesbangpol Kota Depok didukung dengan adanya oleh 10
(sepuluh) Program dan 31 (Tiga Puluh Satu) kegiatan dan alokasi anggaran sebesar Rp.
7.261.602.055,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.344.300.055,- dan
Belanja Langsung sebesar Rp. 4.917.302.000,- dengan Realisasi Belanja sebesar Rp.
6.909.697.578,- (95.15%) terdiri dari Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp
2.190.202.846,- (93.43%) dan Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 4.719.494.732 -
(95.98%).

42, Kendala Dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja
Pada tahun 2018 terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya
pencapaian sasaran Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok meliputi :
1. Sumberdaya yang terbatas dihadapkan pada dinamika social dan politik yang
demikian cepat.
2. Kurang sinkronnya perencanaan yang bersumber dari aspirasi DPRD.
Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan
informasi;

' | Kantor KesatuanBangsa danPolitik Kota Depok |38
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4.3. Strategi Pemecahan Masalah

Dalam menghadapi kendala dan hambatan yang ada, Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Depok melakukan langkah-langkah demi meminimalisir kendala-kendala
yang ada, langkah dimaksud sebagai berikut :

1. Bimtek dan rapat koordinasi internal untuk peningkatan kompetensi SDM Kantor
Kesbangpol.

2. Koordinasi intensif dengan anggota DPRD pengusul kegiatan aspirasi.

3. Meningkatkan koordinasi dan pengelolaan untuk menyediakan data dan informasi
yang berkualitas dan terkini sebagai bahan peningkatan kinerja disemua
seksi/sektor.

4. Meningkatkan fungsi keberadaan website Kesbangpol dalam menyajikan data-data
yang dimiliki dengan koordinasi secara instensif dengan seksi-seksi.

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh
Kesbangpol.

6.  Meningkatkan sinergitas dan koordinasi untuk membangun kesamaan dan kesatuan
data dengan sumber atau penyedia data, baik OPD di lingkungan Pemerintah Kota
Depok maupun lembaga-lembaga vertikal yang ada, antara lain Kesbangpol
Provinsi Jawa Barat, Dirjen Pemerintahan Umum dan Politik Kementerian Dalam
Negeri.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Depok Tahun 2018 yang dapat Kami sampaikan. Kiranya
laporan ini dapat menjadikan informasi yang valid dalam menilai kinerja organisasi.

Depok,  Januari 2019

KEPALA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Drs. M.N. HAKIM SIREGAR, M.Si

Pembina Tk. | (IV/b)
NIP. 19690807 199403 1 009
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